
• a Dahwa dalam rangllll mendu~ung Otonom, Daeran, maka 
Peraturan Oaerah Kabupaten Oaerah Tingkat II Ktaten Nomor 
1/Per/OPR0/54 yang tatah d1ubah beberapa kall yang lerakh,r 
dengan Peraturan Oaerah Kabupaton Oaerah T1ngkal II Klalen 
Nomof 4 Tehun 1990. d,pandang tidak sesual lag, 

b Dahwa unluk ltu d1pandang per1u rnenyusun dan mengalur 
kembah Paiak Tontonan menjadi Paiak Hlburan dan Peraturan 
Oaerah; 

c bahwa berdasarxan hal-hal tersebul huruf a dan b d1 atas, per1u 
menetapkan Peraturan Oaerah tenlang Paiak Hiburan; 

• 1. Unclang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembenlukan 
Oaerah-daerah Kabupalen dalam llngkungan Propmsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-<Jndang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Sadan 
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684); 

3. Undang-undang Nomor 18 Tanun 1997 lentang Pajak Daerah dan 
Relnbusi Oaerah (Lernbaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), 

4 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan PaJak 
dengan Sura1 Paksa (Lambaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686). 

5 Undang-undang Nomor 22 T11hun 1999 tentang Pel1'erinlahan 
Oaerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3839), 

6 Undan1>-undang Nomor 25 Tahun 1999 1enlang Per,mbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lemberan 
Negara Tahun 1999 Nomo, 72, Tamoahan Lemt:>aran Negara 
Nomor 1622). 

7. Peraturan Pemerontah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 
Mulai 8er1akunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 
Tahun 1950: 

BUPATI KLATEN 

OENGAN AAHMA T TU HAN YANG MAHA ESA 

PAJAK HIBURAN 

TENT ANG 

PERATURAN OAERAH KABUPATEN KLATEN 
NOMOR 9 TAHUN 2000 

Mengingal 

Men•mbang 



Pasal 1 

0a1 .. m Peraturan Oaerah Int yang dirnaksud dengan 
a Daerah adalah Kabupaten Klaten 
b Pemonntah Oaerah adalah Pemenntah Kabupaten Klalen. 
c. Kepala Oaerah adalah Bupab Klalen 
d Pe1abat adalah Pegaww yang diben tugas tertentu dtbidang 

PerpaJakan Oaerah sesuai dengan Peraturan Perundang­ 
undangan yang berlaku 

e. Pajak Hiburan yang setanjutnya d1sebut Pajak adalah pungutan 
Daerah alas Penyelenggaraan Hiburan 

f Hiburan adalah semua jenls pertunjukan, permaman dan alau 
kerama,an dengan nama dan bentuk apapun yang drtontcn atau 
dmikmati oleh setiap orang dengan dipungul bayaran, tidal< 
termasuk penggunaan fasilitas untuk olah raga. 

g. Penyelenggara Hiburan adalah perorangan atau Badan yang 
menyelenggarakan h1buran untuk dan atas namanyo sena,ri atau 
untuk dan atas nama p1hak lam yang meniadi tanggungannya 

h Penonton atau PengunJung adalah seuap orang yang menghad,n 
suatu h1buran untuk m~ihat den atau mendengar dan men,kmaU 
atau menggunakan las,1,tas yang dlsed,akan oleh penyelenggara 
h1buran kecuall ponyeienggaraan karyawan arus dan petugas 
yang menghad1rl untuk melakukan tugas pengawasan 
Tanda masuk adalah suatu tanda atau slat yang sah dengan 
ncma don dalam bentuk apapun yang dapat d19unakan unluk 
menonton. menggunaken alau menikmatl hiburan 

J. Surat Pembentahuan Pajak Daerah. yang selanjutnya disingkat 
SPTPD, adalah surat yang d,gunakan Oleh Waj,b Pajak unluk 
melaporkan penghitungan dan pembayaran pa1ak yang lerulang 
menurut poraturan perundang-undangan pajak Daerah. 

• 

BAB I 
KETENTVAN UMUM 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN OAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN. Menetapkan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OAERAH KABUPATEN KLATEN, 

Dengan persetujuan 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3691); 

9. Peraturan Oaerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 1 O 
Tahun 1997 tentang Peny1d1k Pegawa1 Negen S1pd d1llngkungan 
P<1menntah Oaerah Tlngkat II Klaten; 

Mempematlkan • 1. Keputusan Mentefi Oalam Ncgen 170 Tahun 1997 tentang 
Podoman Tata Csra Pemungutan Pajak Oeerah; 

2. Keputusan Menter, Oalam Negen 173 Tahun 1997 tentang Tata 
Cara Pemerlksaan di Bldang Pa1ak Daerah, 

I • 



(1) Dengan nama Pajak 1;iburan d1pungul pajak alas 
penyelenggaraan hiburan_ 

(2) Obyek Pajak adalah semua penyelenggara h1buran. 
(3) Hiburan sebagaimana d,maksud ayat (2) pasal tnl mehpult 

a PertunJukan Film, 
b Pertunjukan Kesenian, Pegelaran MuSll( dan Tari, 
c. Permainan Billyard, 
d. Permainan dan ketangkasan; 
e. Pantl Pljat; 
f Mandi Uap, 
g. Pertand1ngan Olahraga, 
h. Oisko!Jk, 
I. Karaoke: 
j. Klub Malam; 
k. Tempat Kesegaran Jasmani dan Kebugaran. 
1. Studio Musik, 
m. Gelanggang Renang, 
n. Padang Golt. 
o. Bowling; 

BAB 11 
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK 

Passi 2 

kl Surat Setoran PaJak Daerah yang selanjutnya d1sin9kat SSPD, 
adalah surat yang dogunakan oleh wajib pajak untuk melakukan 
pembayaran atau penyetoran p8J9k yang terhutang ke Kas 
Daerah atau tempat lam yang dllentukan oleh Supall Kepata 

r daerah. 
I. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang setan1utnya d1singkat SKPO, 

adalah Surat Keputusan yang manentukan besarnya iumtah 
paJak yang terhutang 

m. Surat Ketetapan Pajak Oaerah Kurang Bayar, yang selaniutnya 
dislngkat SKPOKB. adaloh Surat Keputusan yang menentukon 
besarnya iumlah paJak yang terutang. jumlah kred•I paJak, jumlah 
kel<urangan pembayaran pokok paJak, besamya sanksl 
administrasl, dan Jumlah yang harus c11bayar 

n Surat Ketetapan PaJak Oaerah Kurang Bayar Tambahan, yang 
selaniutnya dls,ngkat SKPDKBT. adalah Sura I Keputusan yang 
menentukan tambahan ates jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

o. Surat Ketetapan PaJak Daerah Leblh Bayar, yang selanjutnya 
doslngkat SKPOLB. adalah surat keputusan yang menentukan 
jum!ah kelebihan pembayaran paJak karena jumlah kredn pajak 
leboh besar dari paiak yar,g terhUUlng atau senarusnya lldak 
terhutang 

p Surat Ketetapan Pajak Oaerah N,hil, yang selanJutnya d1s1ngkat 
SKPON, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak 
yang terutang same besarnya dangan iumlah lcred,t paiak, atau 
pajak lldak terutang dan t,dak ada kred1t pajak. 

q Surat Tagohan Paiak Oaerah. yang se1an1utnya o,slngkat STPO, 
&dalah sura1 untuk melakukan tag,han psjak dan atau sanks1 
ac1m,nistrasl berupa bunga den donda. 

r Kos Oaorah adalah Kas Oaerah Kabupaten Klaton 



(1} Paiak yang terutang dlpungut di wilayah Oaerah. 

Pasal 5 

BAB N 
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA 

PENGHITUNGAN PAJAK 

Dasar pengenaan PaJak adalah untuk seiems hiburan duetapkan 

sebagalbenkut . 
a. Perlunjukan Film 

• Golon9an A II Utama 
• Golongan A Ill Uta ma 
• Golongan A I Utama 
• Golongan B II U1ama Menetap 20% 
• Gotongan B I Uta ma 
• Golongan C Utama 
• Golongan O Ula ma 
• Golongan Kelihng 15% 

b. Pertuniukan Kesenian Sebesar 20 % 
c Pagelan,n Mus,k den Som Seoesar 20 % 
d Perma,n;,n Billyard Sebes;,r 20 % 
e. Permainan Ketangl<asan sebesar 20% 
t PanU P,jat Sebesar 20 % 
g. MandlUap Sebesar 25 % 
h. Pertandingan Olahraga Sebesar 10 % 
1. 01skot1k Sebesar 30 % 
J. Karaoke Sebesar 25 % 
k. Klub Malam Sebesar 30% 
I. Tempat Kesegaran Jasmanl Sebesar 20% 

dan Kebugaran 
rn, Studio Mus,k Sebesar 15 % 
n. Gelanggang Renang Sebesar 10 % 
o. Golf Sebesar 30% 
p. Bowling Sebesar 30 % 
q. Kolam Pemancingan Sebesar 10 % 
r Gelanggang ,111ju Sebesar 10 % 
s. Persewaan Kasel V,deoNCD/ 

DVD & Warung Internet Sebesar 15 % 

Passi 4 

BAB Ill 
OASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK • 

(1) Subyek PaJak adalah orang pribadl atau badan yang menonton 
atau menlkmatl h1buran. 

(2) Wajib paJak adalah orang pribad• atau badan yang 
menyelenggarakan h1buran. 

Pasal 3 

• 



(2} Oalam jangka wakll.l 5 (hma) tahun sesudah saal terutangnya 
paJak. Kepala Daorah dapal menotapkan : 
a SKPDKB 
b. SKPDKBT. 
c. SKPON. 

(1} WBJtb PaJak yang membayar sendiri, SPTPO sebaga,mana 
d,maksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraluran Oaerah Int 
d,gunakan untuk memperh,tuogken den menetapkan paJak 
send,ri yang terutang 

Passi 10 

(1) Befdasarkan SPTPD sebagaimana d1maksud dalam pasal 9 ayat 
(1} Peraturan Oaerah lru, Kepala Daerah menetapkan paJak 
lemutang dengan menerbitkan SKPD. 

(2} Apabila SKPD sebagaimana pada ayat ( 1) Pasal ini tldak atau 
kUrang dibayar setelah tewal waktu paling lama 30 (tiga puluh) 
nan seiak SKPO dilenma d,kenakan sanksl admmistrasi berupa 
bunga 2 % (dua persem) sebulan can d1:a91h dengan 
menerbilkan STPO. 

l 

BAB VI 
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK 

(t) Setiap Wai•b PaJak waJib menglsi SPTPD. 
(2) SPTPD sebagaimana dtmaksud ayal ( 1) Passi 1n1 harus 

d1sampa1kan kepada Kepala Dae rah se1ambat-1amoatnya l 5 
(ltma belas) hara setetah berakh1mya masa paJak 

(3) Benluk. lat dan tata cara peng,s,an SPTPD d,tetapkan oleh 
Kepala Oaorah 

Pasal 6 

Pajak terutang dalam masa paJak teijadi pada saat 
penyelenggaraan hiburan 

Pasal 7 

Mase pajak adalah Jangka waktu yang tamanya sama dengan 
jangka waktu penyelenggaraan h,buran 

Pasal 6 

BAB V 
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN 

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK OAERAH 

(2) Se$amya paJSl< wrutang d,n11ung dengan cara menga,.kan tanp 
sebagalmana d1maksud Pasal 5 Peraturan Daerah ,nl dengan 
easer pengenaan sebaga,mana d,maksud Pasal 4 Peraturan 
Oaeran ,m. 

Pasal 9 



(1) Pembayeran pajak dolakul<an d1 Kes Daerah atau tempat lain 
yang drtun1uk oleh Kepale Daerah sesua, waktu yang d,tentukan 
dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB. SKPDKBT dan STPD. 

(2) Apabola pembayaran dllakukan dilempal lain yang diluniuk, has1l 
pener1maan pajak harus d1se1or ke Kas Daerah selambal 
lembetnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang d,tentukan oleh 
Kepala Daerah 

(3) Pembayaran pajak sabaga,mana d1maksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) Pasal lnl chla1<ukan dengan menggunakan SSPD. 

Pasal 11 

BAB Vll 
TATA CARA PEMBAYARAN 

(3) SKPDKB sebaga,mana e maksud pada ayat (2) ~rul a Pasal ,ni 
d,tetal)llan 
a Apabila berdasarl<an hasd pemenl(saan atau ketarangan la,n 

pa1ak yang terutang 1,oak etau kurang bayar d,kenakan sanks, 
adm,noslras, berupa bunga sebesar 2 % (duo persen) sebulan 
d1h1lu09 ean paJak yang kurang atau lar1ambat d1bayar untuk 
Jangka waktu pahng lama 24 (Cfua puluh empat) bolan d,hitung 
sejok saot taru1angnya paJak 

b. Apabola SPTPD lldak d1sampa,kan datam Jangka waktu yang 
d1tentukan clan letah d,tegur secara tenuhs, dikenakan sank&1 
admimstras, berupa bunga sebesar 2 o/o (dua persen) sebulan 
d1hitung dan pajak yang kurang atau terlambat dobayar untuk 
Jangka waktu pahng lama 24 (dua puluh empal) bulan dihltung 
sejak saat terutangnya paJak. 

c. Apab1la kewajiban meng,si SPTPD bdak dipenuhi, pajak yang 
terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi 
adm1rnstrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan 
dihitung Clari pajak yang kurang atau lerlambal dibayar untuk 
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan d1hitung 
seja,- saat terutangnya paJak. 

(4) SKPDKBT sebagalmana dimaksud pada ayat (2) huruf b Passi 
12 Peraturan Daerah uu d1lerb11kan apabila d,temukan data baru 
atau data yang semoia betum 1erun9kap yang menyebab~an 
penambahan Jumlah pajal< yang terungkap yang menyebabkan 
penambahan jumlah yang lerutang, akan d•kenalwn sanksi 
adm,nistras, berupa kena1kkan 1 oo % (seratus present) den 
Jumlah kekurangan pa)ak tersebut 

(5) SKPDN sebegalmana d1maksud peda ayat (2) huruf c Pasal 12 
Peraluren Daerah inl d,terbilkan epabila jumlah paJak yang 
terutang sama besarnya dengan jumlah kredlt atau pa;ak lldak 
terutang dan tldak ada kred11 pa1ak 

(6) Apabila kewaJoban membayar paJak terutang deism SKPOKB 
dan SKPDKBT sebaga,mana d1maksud pada ayal (2) huruf a 
dan b Pasal 12 Peraturon Daerah lni tidak sepenuhnya d1bayar 
dalam jangka waktu yang telah d,tentukan, dotag,h dengan 
rr.enerbrtkan STPD d1lambah dengan sanksr adrrurustrasr berupa 
bunga 2 % (dua persen) sebt.llan. - 

6 



Apab1la pajak yang ha.rus d1bayar bdak d1lunasi dalam Jangka waktv 
2 X 24 jam sesudah tanggal pembontahuan Surat Paksa, Pejabat 
segera menerbrtkan _Surat Penngatan Melaksanakan Penyitaan. 

(1) Apablla Jumlah pajak yang mas,h terus d1bayar tidak dilunasi 
datarn jangka waktu sebagaimana dilentukan dalam Surat 
Teguran atau Surat Penngatan atau Surat lain yang se1enis. 
jumlah pa1ak yang harus d1bayar drtag,h dengan Surat Paksa 

(2) Pejabat menerbotkan Surat Paksa segera seteiah lcwoi 21 (dua 
puluh satu) han seJak tanggal Surat Teguran atau Surat 
Penngaten atau Surat lain yang sejems 

Passi 14 

Pasal15 

( 1) Surat teguran a tau Surat Poringatan a tau Surat 10,n yang soien,s 
sebaga, awal t,ndakan pelaksanaan penaglhan paJak 
d1keTuarkan 7 (tu1uh) han seJak )8tuh tempo pembayaran. 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tu1uh) setelah Surat Teguran atau Surat 
Penngatan atau Surat lain yang seJen,s, Wa)lb PaJ8k harus 
melunasi pa,ak yang terutang. 

(3) Surat T eguran, Surat Peringatan a tau Surat lain yang sejerus 
sebagaimana d1maksud pada aya1 (l) pasal mi, dikeluarkan oleh 
Pejabat 

Pasal 13 

BAB VIII 
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK 

(1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekahgus atau lunas 
(2) Kepala Oaerah atau Pll)llbal dapat membenkan persetuiuan 

kepada WaJ1b Pa1ak untuk mengangsur pa,ak torutang dalam 
kurun waktu tenemu, setelah memenuhl persyaratan yang 
d,penuhl. 

(3) Angauran Pajak seb:lgalmana dimak&ud pada ayat (2) Pasal ini 
harus d1lakukan secara teratur dan benunn-turut dengan 
dokenakan bungs sebesar 2 o/o (dua persen) sebulan dari 1umloh 
pajak yang belum atau kurang dlbayar 

(4) Kepala Daerah dapat memberlkan persetuJUan kepada WaJ1b 
Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu 12 
bulan setelah memenuh, persyaratan yang drtentul<an dengan 
dlkenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebuian dan iumtah 
pajak yang belum atau kurang d1bayar 

(5) Persyara1an untuk dapat rnenqanqsur dan menunda 
pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan 
penundaan sebagaunana din,aksud pada ayat {2) dan (4) Pasal 
ini drtetapkan oleh Kepala Oaerah 

Pasal 12 



(1) Kepala Daerah karena Jabalan atau alas pemohonan Wajib 
Pajak dapat . 

Pasal 21 

BABX 
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN 
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN, 

SANKS! ADMINISTRASI 

Pasal 20 

(1) Kepala Daerah berdasari\an permohonan WeJlb Pa,ak dapat 
memberikan pengurangan. keringanan dan pembebasan pajak 

(2) T ala Cara pemberian pengurar,gan. kennganan dan 
pembebasan pajak sebaga,mana dimaksud peda ayat (1) pasal 
inl, ditetapkan oteh Kepala Daerah 

BAB IX 
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK 

Bentuk Jents dan isi fonmullr yang d1pergunaKan untuk pelaksanaan 
penag,han Pajak d1tetapkan oleh Kepala Daerah. 

(1) Penag1han SE!l<etil(a dan sekaligus atas jumtah paJak yang maslh 
harus d1bayar dllal<ukan oleh PeJabat dengan mengeluatkan 
Surat Penntah Penagihan Paiak Seketika dan Sekahgus. 

(2) Terhadap WaJ1b Pajak yang t1dak mcmnuh, ketentuan 
sebaga,mana d1maksud dalam Sural Penntah Penag,nan PaJak 
Sekebka dan Sekahgus sebaga1mana drmaksud pada ayat 
(1).segera d1lakukan tmdakan penagihan dengan Surat Paksa, 
Surat Penntah Membayar Pa1ak. serta penm,ntaan penetapan 
tanggal den 1empat pelelangan, tanpa memperholikan 1enggang 
waktu yang tetah dnetapkan 

Pesa! 11> 

S<ltelah Kanlor Lelamng Negara Menetapkan han tangga,. jam dan 
lempat pelaksanaan lelang. Juru $,ta membentahukan dengan 
segera secera tertuhs kepada Wa)lb Pa;ak. 

Pasal 16 

Pasal 17 

Setelah dllakukan penyltaan dan WaJ1b PaJak belum Juga rnelunas, 
hutang pajaknya selelah lewat 10 (sepuluh) han seja~ mnggal 
pelaksanaan Surat· Penntah Melai<sanakan Peny,taaan. Peiabat 
mengaiukan perm,ntaan tanggal pelelangan kepada Kantor Letang 
Negara 

Pasal 6 

• 



( 1) Wa11b Pajak dapat mongaJukan kebefatan hanya kepada Kepala 
Daerah etas sesuatu . 
a. SKPD; 
b. SKPOKB. 
c. SKPDKBT; 
d. SKPDLB; 
e. SKPON. 
f. Pemotongan dan atau pemungutan oleh Pihak kebga 

berdasarkan peratoran Perundang-undangan yang berlaku. 
(2) Permohonan keberatan sebagall'l'lana d,maksud pad a ayat (1) 

Pasal Im harus d1Sampaikan sec:ara tertulis daJam bahasa 
Indonesia paling Jama 3 (Uga) bulan seJ9k canggal SKPD, 
SKPDKB. SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN d,tenma oleh WaJ,b 
Pajak tanggal pemotongan dan etau pemungutan oloh pthak 
kehga sebaga,mana d1maksud p.ida ayat (1) dongan alasan 
yang 1olas. kecuall apabila WaJ1b PaJak dapat menun1uken 
bahwa waktu ,tu lldak dapat d1penuh1 korona keadaan d 1uar 
kekuasaannya 

(3) Kopala Oaerah atau Pe,abat pahng lama 12 (dua betas) bulan 
sejak tanggal permohonan keberatan sebaga,mana dlmaksud 
pada ayat (2) Pasal inl d1ter1ma, sudah membenkan keputusan 
dan memberitahukan kepada DPRD 

Pasal 22 

BABXI 
KEBERATAN DAN BANDING 

a. Membelulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT a,au 
STPD yang dalam penerbttannya terdapat kesatanan tubs, 
kesalahan hltung, dan atau kekehruan datam menerapKan 
Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah 

b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajal< yang lldak 
benar 

c Mengurangkan atau menghapuskan sanks, adm1nlstras, 
berupa bunga denda dan kena1kan paJak yang terhutang 
dalam hal sanksl te™>bul d,kenakan karona kekilafan 
Pejabat 

(2) Permohonan pembetutan. pembatatan. pengurangan ketetapan 
dan penghapusan atau pengurangan sanksi admmistras: etas 
SKPO SKPDKB, dan STPO sebaga,mana dimaksud pada ayat 
( 1} Pasal Im harus d,sampaikan secara tertulls oteh WaJib PaJak 
kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 30 (liga puluh) hari 
sejak 1anggal diterima SKPO,SKPOKB. SKPOKBT. atau STPO. 

(3) Kepala Oaerah pal ng lama 3 (l,ga) bLJlan sejak permohonan 
sebagaunana dimaksud pada ayat (2) Pa.sat inl drtenrna Sudah 
membefl<an keputusan dan membentahukan kepada DPRD 

(4) Apablia setelah lewat 3 (bga) bulan sebaga1mana dimaksud 
pada ayat (3) Pasal in, Kepala Daerah hdak membenkan 
keputusan. permohonan pembetulan, pembatalan. pengurangan 
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi 
edmln&Stras, d,anggap d1kabulkan 



(1) WaJib Pa)8k clapat mengaJukan permohonan pengembehan 
keiebohan pembayaran pa)81< kepaOa KeJ,aia Daerah atau 
Peiabat secara tertuhs dengan menyebutkan sekurang­ 
l<urangnya 
a Nama dan alamat Wa,ob PaJak; 
b Mase Pajak, 
c Besamya keleb<han pembayaran papk, 
d Alasan yang jelas; 

(2) Kepala Oaerah etau PeJabat dalam ,angka paling lama 12 (dua 
betas) bul.., sejak d,terima permohonan pengembahan 
keleblhan pembayaran paJak sebaga,mana d,maksod pada ayat 
(1) Pasal 1111 o,tenma harus membenken keputusan dan 
diber1tllhukan kepada OPRO 

(3) Apebl1- jangka waktu sebaga,mana d1ma,sud padn ayat (2) 
Pasat ,n, d 1arnpau1 Kepala Oaetah atau Pe,abat l>dak 
membankan keputu,an, permohonan pengemb.oloan keteblhan 
pembllyaran paj,iill d•nggap dlkabulkan clan SKPOLB harus 
d1terb1tkan dalam waktu pi1l1ng lama , (aetu) bulan 

(4) Apabtla Wapb PajaK mempunya1 utang pajak la1nnya, keleb<han 
pembayaran paJak set>oga,mena d•maksud peoa ayat 12 Pasal 
llll iangsung doperhrtungkan untuk melunasl tcrlebth dahulu u1ang 
pa)iik domal<&ud 

Pasal 25 

BAB XII 
PENGEMBALlAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 

Apab,1a pengaJuan keberatan ..ebag,mana dimaksud pada Pasal 23 
atau banding &ebaga,mana o,makaud pada Pasal 24 Peraturan 
Oaerah m; dokabulkan sebagoan ateu selunJhnya keleblhan 
pembayaran paj81( d,kemballkan dongan d11arnbah 1mba an bunga 
sebeaar 2% (Oua persen) sebulan untu, pabni .ol"\8 24 (due puluh 
empat) butan 

Pasal 24 

Pasa1 23 

(1) Wa,,b Paiak dapat menga1ukan l>and,ng kepa<la Badan 
Peoyelesa•an Sengketa Pajak dalam Jangka waktu 3 (llga) 
se1elah dotcnmanya keputuun keoeratan 

(2) Pengaiuan banding sebaga,mana dimaksud pada ayat (1) Pasal 
111, bdak menunda k11W11J1ban rnembaya, paJak 

(4) Apab,la setelah lewat 12 (dua t>elas) bula11 sebagaunana 
d,maksud pada ayat J !t.oa) Pasal '"' Kepa,a Daorah tldail 
membenl..an keputusan. permOhonan keberatan dianggap 
d•kabulkan 

(5) Peng11iuan keberatan sebaga,mana d,maksud pada oy,11 ( I) 
Pasal 1111 \ldak menunoa kewa11ben membayar peJak 



(1) Set,ap Pejabat d1larang membentahukan kepada pohak la,n yang 
t1dak berhak, Segala sesuatu yang doketahuo atau akan 
dobontahukan kopadanya Oleh WaJib paJak dalarn rangko 
Jabalan atau pekel]aannya untuk menJalankan pera1uran 
Perundang-undangan PerpaJ9kan D&erah kecuah sebagai saks, 
atau saksi ahlo datam sldang pengadllon. 

(2) Larangan sebaga,man domaksud pada eyat (1) borlaku Juga 
tortiadop ahh--ahlo yang o,tuJuk Kepala Daerah untuk membantu 
dalam pelaksanaan pera1uran Perundang-undangan PerpaJakan 
Daerah, kecuall saksl atau 58ks, ahll dalam sidang pengad,lan 

(3) Untuk kepentmgan daerah. Kepala Daerah berwenang memben 
ijin tertulis kepada Pa,abat sebaga,mana dimaksucl pada ayat (1) 
dan tenaga-tenaga ahll sebaga,mana domaksud pada ayat (2), 
supaya membenkan keterangan, memper~hatkan bukb tertulis 
dan atau tentang waJib Pajak kepada p,hak yang ditunJuknya 

Pasal 28 

BAB XIV 
KETENTUAN KHUSUS - 

(1) Hak untuk melakukan penag,han paJak. kadaluwarsa setelah 
melampaui Jangka waktu 5 (l1ma) tabun te,hllung SeJak saat 
lerutangnya paJak, kecuall apab,la Waj,b PaJak metakukan 11nda1< 
ptdana d1b1dang perpaJakan Daorah 

(2) Kadaluwarsa penag,han paJak sebaga,mana d1maksud pada 
ayat (1) Pasal 1nl tertanggung apabda . 
a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau . 
b Ada pengakuan utang pajak dari WaJ1b Paiak balk 

langsung maupun tidak langsung 

Pasal 27 

BABXIII 
KADALUWARSA 

Apablla kelebihan pembayaran pajak d1h1tungkan dengan utang 
paJak la1nnya, sebaga,mana dimaksud pada Pasal 26 ayat (4) 
Peraturan Oaerah in, pembayaraMya d1lakukan dengan cara 
pem1ndah buxuan dan bu"11 buku JUQa barlaku sebagai buktl 
pembayaran. 

(5) Pengembaban keleblhan pembayaran pa,ak di1a1tu"an oaiarn 
waktu paling lama 2 (dua) bulan sejal< ditetbitkannya SKPDLB 
dengan menerb,tkan Surat Perlntah Membayar Kelebll'lan P<ijak 
(SKPMKP) 

(6) Apablla Pengombalian kelebihan pembayaran paiak d•laltukan 
setelah lewat wektu 2 (dua) bulan sejak diterbttkannya SKPOLB, 
Kepala Daerah atau PeJabat membenkan 1mbalan bunga 
sebesar 2% {dua persen] sebulan alas ketorlambatan 
pembayaran keleblhan pajak. 

Passi 26 



(1) PeJabat Pegawa1 Negen Sipll tertenlu dihngkungan Pemerintah 
Oaerah d1berl wewenang khusus sebaga, Penyrdik untuk 
melakukan peny1dikan undak prdana d1btdang perpaJakan 
Oaerah sebagairnana d,maksud datam Undang-undang Nomor 
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara P1dana. 

Pasal 31 

BAB XVI 
PENYIOIKAN 

Tindak pidana sebaga1mana dimaks\Jd dalam Pasal 30 ayal (1) 
dan (2) Peraturan Daerah ini tidak dituntut setelah melampaui 
jangka waktu 1 O (sepuluh) tanun seJ9k saat lerutangnya paJak 
alau berakhrmya Bag,an Tahun Pajak atau berakhimya Tahun 
Pa1ak. 

Pasal 30 

( 1) Wajib PaJak yang karena kealpaanya todak menyampaikan 
SPTPD atau mengisl dengan tidal< benar atau tidak lengkap atau 
melampll1\an keterangan yang todak benar sehlngga merug,kan 
keuangan Daeran dapat d1pidanakan dengan p,dana kurungan 
pahng lama 1 (salu) tahun dan atau denda pahng banyak 2 (dua) 
kab jumlah pajBk yang leruwng. 

(2) WaJib Pajak yang dongan sengaJa bdak menyampa,kan SPTPO 
atau meng,s, dengan 11dak benar atau ltdok \engkap atau 
malamp,rkan keterangan yang bdak beoar sehingga merug,kan 
keuangan Daerah dapat drpldana dengan p,dan pen.are pahng 
lama 2 (dua) tahun atau denda pabng banyak 4 (empal) kall 
jumlah paJak yang terhutang. 

Pasal 29 

BAB Y:il 
KETENT\JAN PIDANA 

(4) Untuk kepenbngan pemenkasaan dr pengadilan dalam perkara 
ptdana atau perdata alas permintaan hak1m sesua, clengan 
Hukum Acara dan Hukum Acara Perdata. Kepala Daerah dapat 
memben izin tertuhs untuk meminta kepada Pejabat 
sebaga,mana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahll 
sebagalmana d,maksud pada ayal (2). bukb tertuhs dan 
keterangan Wa1ib PaJak yang ada padanya. 

(5) Permintaan hakim sebagarmana dlmaksud pada ayal (4) harus 
mnyebutkan nama terdakwa etau nama tergugat. keterangan· 
kelerangan yang drmunta sorta ka,tan antara pcrkara p,dana 
atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang 
drm,nta tersebut. 



Oengan berlakunya Peraturan Oaerah in! semua pungutan Pa,ak 
hlburan yong telah dolakukan $&betum peraturen daerah lnl mas,h 
tetap berlaku sampa, dengan d,tetapkan peraturan pelaksana 
Poraturan Oaerah ,n, 

Pasal 32 

BAB XVII 
KETEJ\ITUAN PERALIHAN 

(2) Wewenang Peny&d1k sebaga1mana dimaksud pada ayat (1) 
Pasal Im adalah : 
a Menenma. mencarl, mengumpulkan dan meneliti keterangan 

atau laporan berkenaan dengan t,ndak p1dana d1b1dang 
perpa1akan Oaerah agar keterangan alau laporan tersebut 
men1ad1 leb1h lengkap ean Jelas. 

b Menehti, mencarl dan mengumpulkon katorangan mongena, 
orang pnbadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang 
d•lakukan sehubungan dengan llndak p,dana perJ)8lakan 
daerah tersebul. 

c Menenma keterangan-keterangan dan bahan bukb clan orang 
prlbad1 atau baden sehubungan dengan t1ndak p,dana 
d1bldan9 perpaJakan daerah, 

d. Memenksa buku-buku, catatan-catatan dan dokurnen­ 
dokumen lain berkenaan dengan tindak pldana dibidang 
perpajakan daeran; 

e, Melakukan penggeledahan untuk mer&dapalkan barang bOkti 
pembukuan. paocataan dan dokumen-dokumen lain. serta 
me1akukan penynaan tert>adap bahan bukli tersebul 

f Mem1nta ban:Uan tonaga ahh dalam rangka pelaksanaan 
lugas penyldlkan tindak pidana d1b1dang perpa;ikan daerah; 

g. Menyuruh berbenu, rnelarang sese0f8ng merunggalkan 
ruangan atau tempat pada saai pemenl<Saan sedang 
berlangsung dan memenksa ,dcntitas orang dan atau 
dokumen yang dlbawa seabaga,mana d maksud pada huruf 
e ayat ,ni, 

h. Memeotret seseorang yang berka1tan dengan tindak pldana 
perpajakan daerah 
Memangg,I orang untuk didengar keterengannya dan 
d1penksa &ebaga, tersangka atau sak&1, 

J Menghent1kan Peny1d1kan: 
k. Me1akukan t1ndakan la,n yang pertu untuk keiancaran tlndak 

pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang 
dapat d1per1anggung 1awab1(an. 

(3) Penyldlkan seoaga,mana d1maksud pada ayat (1) Pasal 011 
membenlahukan d1mulainya penyid,kan dan menyampaikan 
nasn penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan 
ketetuan yang datur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana. 



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2000 NOMOR 9 

WIBOWO MUKTIHARJO 

D,undangkan di Klaten 
paCla 1anggal 7 September 2000 

Yml SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN 

/ 
H. KAS O I SP 

D1sahkan d1 K I a I en 
pada tanggal 31 Agustvs 2000 

BUPATI KLATEN 

Peraturan Daerah ,no d1mu1a1 bertaku pada taoggal doundangkan 

Agar seuap orang Clapat mengetahuinya. memenntahkan 
pongundangan Peraturan Daerah onl dengan penempatannya dalam 
Lembaran Daereh Kabupalen Klaten 

Pasat 35 

Dengan berlakunya Peraturan Oaerah ini, maka Peraluran Daerah 
Kabupaten Daerah Tir,gkat II Klaten Nolll()( 10 Tahun 1989 
tenlang Pajak Pertunjukan dan Ke...-ama,an Umum ( Lembaran 
Daerah Kabupaten Daerah Tongkat II Klaten Nomor 11 Tahun 
199~ Sen A Nomor 1 J. dinyatakan tidak beflaku 

Pasal 34 

(1) Hal - hal yang belum cukup d111tur dalam Peraturan Daorah lru, 
sepan1ang mengena, pelaksanaannya d,atur lebih lanjut oleh 
Kopala Daerah dan mombontohuken kepada DPRD 

(2) Pelaksanaan Peraluran Daerah in, ditetapkan selambal· 
lambatriy 3 bulan sejak d1tetapkan. 

Passi 33 

BAB XVIII 
. KETENTUAN PENUTUP 

.- 



CukupJelas 

Saal kadeluarsa ponag,han pajok d,tetapkan untuk 
membonkan kepostian hukum kapan hutong paJak 
tersebut bdak depat dataglh la91. 

Oatam hal dJtelapkannya Surat Teguran dan Surat 
Paksa, KaClaluarsa penagihan d,htung seJak langgal 
penyampaian surat paksa tersebul Yang d1maksud 
dengan pengakuan hutang pajak secara Ieng.sung 

pengurangan dan Keringanan 
kemampuan Waiib Pajak. 

dakrutkan dengan rungsi obyek 

Oasar pembenan 
dikailkan dengan 
Pembebasan PaJak 
pa,ak 

Pasal rru memual pengertian ,s~lah yang d1pergunakan 
datam Pera1uan Oaerah ,ni Oengan adanya pengertian 
tontang 1stilah tersebut d,maksudkan untuk mencegah 
tJmbulnya satah tafsir dan salah pengert1an dalam 
memaham, dan melaksanakan pasal-pasal yang 
bersangkutan seh,ngga wajab paJak maupun aparatur 
dalam melaksanakan hak dan kewa;,bannya dapat 
berjalan lancar. 
Pengerban Im d1pe,-lukan karena 1stilah-1sblah tersebut 
mengandung pengertJan yang baku dan teknls dalam 
badang perpaiakan 

CukupJelas 

- Pa!MII 28 ayat (2) 

Pasal 24 s/d Pasal 
29 
Pasal 28 ayat (1) 

Pasal 21 

Pasal 2 s/d Pasal 
22 

Pasal 1 

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Di Kabupaten Klaten. PaJak Hiburan telah oiatur dengan Peraturan Daerah 
..._ Nomor 1/Per/OPR0/54 yang diubah pertama ka'1 oengan Peraturan Daerah 

Nomor 5/Per/OPR0/60 teotang PaJak Tontonan, untuk nu Peraturan Daerah 
d1maksud perlu desua kan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan 
Peraturan Pemenntah Nomor 19 Tahun 1997 

Oengan diletapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pa,ak Oaerah dan Retnbusi Daerah den Peraturan Pemenntah Nomor 19 Tahun 
1997 tenlang Pajak H1buran. Pemenntah Kabupaten Klaten d1ber1 wewenang 
untuk mernungut pajak hlburan. Hal in, d1maksud untuk memblaya, pelaksanaan 
pemerintahan. pembangunan dan pelayanan masy-arakat yang bersumber dari 
Pendapatan Asti Oaerah 

PENJElASAN 

PERATURAN OAERAH KABUPATEN KLATEN 

NOMOR 9 TAHUN 2000 

TENTANG 

PAJAK HIBURAN 

PENJELASAN UMUM 



aoalah waJ1l:> pajak dengan Aesadaran::ya menya:a...an 
masih mempunyai hutang paJak dan belum melunasinya 
kepada Pemerintah Daerah 
Yang dimaksud derogan pangakuan hutang secar tidak 
langsung ada!ah wa11b paJak udak secara nyata-nyata 
langsung menyatakan bahwa 10 men9aku1 mempunya, 
hutang paJak kepada Pemenntah Daerah, m1salnya 
Wa11b Pa1ak mengaJukan Permohonan keberatan atau 
penundaan pembayaran 

CukupJetas Posa 31 sld Pasal 
36 

• 


